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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMRAGA TEKNIS DAERAH

Menimbang

il

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA
- BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 4] Tahun 2007, dipandang perlu melakukan penataan organisasi
perangkat dacrah;

bahwa Peraturan Dacrab Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tati Kerja Lembaga ‘T'cknis Dacrah dipandang tidak
sesual lagi  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
schingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf o dan b di atas, perlu
ditetapkan Peraturan Daeral Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga T'eknis Dacrah.




~Mengingat

— g ————

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentane Pembentukan Dacerah
Tingkat Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lemburan Negara Nomor 2688);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang DPokok-Pokok

Kepegawaion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
diubah dengan Unrdang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1999 Tentang Pembentukan

Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Way Kainan, Kabupaten Dacrah Tingkat
[I Lampung Timur dar. Kotamadya Daeiah Tingkat I Metro (Lembaran
Negara Republik Indoncsia “‘ahur 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negaru Nomor 3825);

. Undang-Undang  Nomor 10 Tuhun 2604 Ventang  Pembentukan
~ Peraturan Perundang-undangan (Lembarar: Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara  Republik - hiddonesin Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 Tentung Penctapan Peraturan Penieriniah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubalian atas Undang-uncang



“)

10.

1.

12.

Nomor 32 Tahun 2004 ‘Tentang Pemerintahar: Dazrah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesi: Tahur: 2005 Nomor 108,
‘Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahwn 2004 Tentang Pedoman Satuan
Polist Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota;

Peruturan Pemerinich Nomor 41 Tabun 2007 ‘Tentang  Organisosi
Perangkat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentanyg
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daecah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Talun 2007 Tentang
Pedomumr Teknis Orgenisesi dan Tata Kerjo Inspekiorat Provinsi dan
Kabupaten / Kota,

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nonor 19 Tahun 2007
Tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang Menjadi  Kewcnangan
Pemerintahan Ducrah.



Dengan Persctujuan Bersina
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Mcenetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I
2.
3.

4.

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah Kabupaten Lumpung Timur.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraar Peiierintahan Dacrah Otonom oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Bupati adaluly Bupati Lampung Timur.

. Inspcktorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yang merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baden Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah
Bapoeda Kabupaten Lampung Timur yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan dacrah,

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten l.uimnpung Timur yang
terdrri dari badan dan kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

o —— )



I'1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari
Ducrah ke Desn untuk melaksanakun tugas tertentu yang disertal pemblayoan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban inclaporkun pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

12. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentiagan masyarakat setempat menurut prakarsa s2ndiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan Perturan Perundang-udangan.

13. Daerah Otonom selanjutaya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai  batas daerah tertentn berwenang mengatur dan mengurus kepentingai
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerak
dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri duri :

. Inspektorat;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Vo Bodin Kepegnwaian dan Diklat Daeran;

4. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Mesyarakat dan Politik;
5. Badan Lingkungan Hidup;

6. Badan Ketahanan Pangan;

7. Kantor Penanaman Modal;

8. Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desu;

10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
11. Rumah Sakit Umum Daerah.



ORGANISASI

Bagian Pertama
Inspekterat

Paragraf
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan peraerintahan daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendajpat pembinaan dari sekretaris
daerah.

Pasal 4

Inspcktorat mempunyai tugas melakvkan pengawasan terhadap‘ " pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaarn atas penyelenggaraann pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa. -

Pasal §

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanu dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai
fungsi :
a. [perencanaan program pengawasaa,



b, perumuxan kebijukan dan fasilitusi pengawasan; dan
¢. pemeriksaa 1, pengusutan, pengujian dun penilaian tugas pengawasan

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a.Inspektur ' '
b.Sekretariat terdiri dari :
1.Subbag. Perencanaar
2.Subbag. Lvaluasi dun Pelaporan
3.Subbag. Administrasi dan Umum
¢. Inspektur Pembantu Wilayuh |
1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
2.Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintalian
2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
d.Inspektur Pembantu Wilayah 11
|.Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
2.Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemcerintahan
3.8¢ksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
¢ Inspektur Pembanta Wilayah 111
1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
2.Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
3.Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
1.Seksi Pengawas Pemerintali Bidang Pembangunan
2.Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang K emasyarakatan

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Daerah ini,



Bagian Kedua‘
Bappeda

Paragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

(1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Bappeda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawab dan bertanggung jawab
kepada Bupati mclalui sckretaris daerah.

Fasal 8

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan peliksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan daeral..

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bappeda mempunyai fungsi ;
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

¢. pembinaun dan pelaksanaan tugus di vidung perencanaan pembonganan decrah; dun

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf2
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
a.Kepala Budan
b.Sekretariat terdiri dari :
1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.Sub Bagian Keuangan
3.Sub Bagian Perencanaan dan Informasi
¢.Bidang lkonomi dan Kerjasama Pembanguran terdiri dari
L.Sub Bidang Produksi
2.Sub Bidang Fkonomi dan Kerjusama Autar Dacrah
d.Bidang Sosial Budaya terdiri dari ;
1.Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat
2.Sub Bidang SDM, Pemerintahan don Hukum
e.Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam terdiri Jari:
1.Sub Bidang Prasarana Wilayah
2.Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
1.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
2.Sub Bidang Penelitiar, Pengembangan dan Statistik
g. Unit Pelaksana: Teknis Badan (UP1B)
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
Feraturan Daerah ini.




Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Diklat Dueral

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Funysi

Pasal 11

(1) Badan Kepegawaxan dan Diklat Daerah merupakan unsur p2ndukung tugas bupatl di bidang
kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan,

(2) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh kepala badun yang berkedudukan di
bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daeruh.

Pasal 12

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
peluksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah , p2ndidil:an dan latihen,

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian

dun Diklat Dacrah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dacrah di bidang kepegawaian
dacrah, pendidikan dan latihan;

c. nembinaan dan pelaksanaan tugas kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diterikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Sasunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagai herikut :
a.Kepala Badan
b.Sekretariat terdiri dari :
1.Sub Bagian Umum
2.Sub Bagian Keuangan
3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
¢.Bidang Umum Kepegawaian terdiri dari .
I.Sub Bidang Dokumentasi dan Data Kepegawaian
2.Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
d.Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
1.Sub Bidang Kenaikan Pangkat.
2.Sub Bidang Mutasi dan Pensiun
¢.Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari .
1.Sub Bidang Pengadaan Pagawai
2.Sub Bidang Pengembangan Karir
f. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
1.Sub Bidang Penjenjangan
2.Sub Bidang Fungsional
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Dikiat IDacrah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ['aerah ini.



Boagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyaraiat ¢an Politik

Paragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fasal 15

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik m2rupakan unsur pelaksana
pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik dipimpin oleh kepala badan
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa, perliadungan masyarakat dan
politik berdasarkan peraturan perundang-uindang yang berlaku.

Pasol 17

Uniuk meloksannkan tugas sebagnimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Kesatuan Bangsa,

Perlindungun Musyarakat dup Polltlk mempunyal fungsi :

a. perumusan kebijakan tciais di bidang kesatuan bangsa, perliid:ngan masyarakat dan politik ;

b. pemberian dukungan utas penyelenggaraan pemerintahan dacrah di bidang kesatuan bangsa,
perlindungan masyarakat dan pclitik ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik ; dan

d. pelaksanaa. tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisusi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyurakat dan Politik sebegai
berikut :
a.Kepala Badan
b.Sckretariat terdiri dari :
| Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.Sub Bagian Keuangan
3.Sub Bagian Perencanaan
¢.Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
| Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negnra
2.Sub Bidang Ideologi dan Kewaspaduan Nugional
d Bidang Penanganan Konflik terdiri dari:
I.Sub Bidang Penyelesaian Konflik
2.Sub Bidang Pengembangan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi
¢ Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri Jori :
I.Sub Bidang Kesiagaan
2.Sub Bidang Penanggulangan Bencana
. Bidang Politik terdiri dari:
. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarukatan
2. Sub Bidang Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik
¢..Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD)
h.Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bug:m Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungar Masyarakat dan Politik
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peratuan Dacral ini.




Pagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup

Paragsaf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

(1) Sudan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksann pemerintahan daerah di bidang
dngkungan hidup,

(2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala badan yarg dalanm meluksanakan tugasnya
verada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sckictaris daerah.

Pasal 20

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Ji
bidung lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 21 .

Untuk melaksanakan tugas scbugaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi :

a. perurmusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. pemberian dukungan ates penyelenggaraan pemerintahan dzerah di bidang lingkungan hidup;
¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas tingkungan hidup; dan

d. pelaksanacn tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai deagar tuisas dan fungsinya,
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pusal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut
a. Kepala Badan
b. Sckretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Pengembangan Kapasitas Kelembagiaan/SDM
2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
3. Sub Bagian Keuangan
¢. Bidang Program terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Kerjasama Program
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporar
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengendalian Kcrusakan dan Penceinaran Lingkungarn
2. Sub Bidang Pengendalian Saruna dan Prasarona Laboratorium
¢. Bidung Pengkajian terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengkajian dan Analis:s
2. Sub Bidang Penyuluhan dan Perizinan
| Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan
2. Sub Bidang Pertomunan, Kebersihan dan Pengelolaan Sampih
g. Unit Pelaksana T'eknis Badan (UPTB)
. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah scbagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini.



Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

(1) Baddan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintmhban daerah di bidang
ketahanan pangan,

(2) Badin Ketahanan Pangan dipimpin oich kepala badan yang, dalam melaksanakan tigusnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sckretaris daerah.

Pasal 24

Badan Ketnhanan Pangan mempunyai tugas membantu Buputi dalum meloksunukan tuguy di
bidang ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku,

Pasal 25

Untek melaksanakan tugas cebagaimana dimuksud dalam Pasil 24, Radan Ketahanun Pangan
mempunyai fungsi :

a. pcrumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daeiali di bidang ketahanan pangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas ketahanan pangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4



Paragraf 2
Susunan Orgunisusi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagai berikut
a. Kepala Badan
b Sckretariat terdiri dari :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangun
- Sub Bagiun Perencannan dan Evoluasi
c. Bidang Ketersediaan.dan Kerawanan Pengan
- Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- Sub Bidang Kerawanan Pangan
d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan
- Sub Bidang Distribusi Pangan
- Sub Bidang Harga Pangan
¢ Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- Sub Bidung Konsutsl Pungan
- Sub Bidang Penganekaragaman angan
[. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan
- Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi
- Sub Bidang Keamanan Pangan
2. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTE)
li. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagun Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam




Bagian l(etujdh
Kantor Penanaman Modal

Paragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

(1) Kantor Penannman Modal merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang
Penanaman Modal,

(2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh kepala kantor yang dalarm melaksanakan twgasnva
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati meli-lui sekretaris daerah.

Pasul 28

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di
bidang penaraman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yong berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kantor Penanaman Modal
mempunyai fungsi :

a. perimusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal ;

b. pemberian dukuengan atas penyelenggaraan pemerintohan dacrah di bidang penanaman modal;
¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas penanaman niodal ; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisesi

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagai berikut :
a. Kepala Kantor
b. Sub Bagian Tata Usaha
¢.  Scksi Perencanaan
d. Seksi Promosi
. Seksi Pengendalion dan Pengawasen

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf |
Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemcrintahan daerah di bidang
lreamanan dan ketertiban '

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala kantor yany dalam melaksanakan
fugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.



Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan
peraturan daerah. :

Pusul 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan, ketertiban dan pencgakan peraturan daerah;

b. pemberian  dukungan ates penyelenggaraan pemerintahan daerch di bidang keamanan,
kctertiban dan penegakan peraturan daerah;

c. pcmbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan peraturan
dacrah; dan

d. pulaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengzan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

*asal 34

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamony Praja sebagai berikut
«. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
. Scksi Pengendaliap Operasional,
d. Scksi Trantib;
¢, Scksi Kesamaptaan.,

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja acalah sebapaimana tercantum dalam
L.ampiran VIII Peraturan Daerah ini.
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Bagian kesembilan
Kantor Pembcerdayaan Masyarakat Desa

Paragrat' |
« Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

(1) Xantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di
bidung pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Kuntor Pemberdaysan Masyarakat Desa dipimpin olch kepula kantor yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibrwah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
sckretaris dacrah.

Pasal 36

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Diesa mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksnnakan  tugas di bidang pemberdaycan masyarakut desu  berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pemberdayaan

Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

u. perumusan kebijakan teknis di bidang peraberdayaan masyarakat desa; ,

b. pemberian Jukungan atas penyelenggarsan pemerintahan dacrah i bidung pemberdaynan
masyarakat desa;

¢. pembinaan dan pelaksannan tugas di kidang pemberdayaan masyarakat desa; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.




Paragraf2
Susuran Organisusi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Kautor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagui berikut :
2. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
¢.  Scksi Usaha Ekonomi dan Pengembangan Desa;
d.  Seksi Sumber Daya dan Pemukiran Desa;
¢, Scksi Kelembagaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guno

(2) Bagan Struktur Orgaaisasi Kantor Percberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana
iercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
| 4

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok don Fungsi

Pasal 39

(1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mcrupakan upsur pelaksana
pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

(2) Kantor Pemberdaynan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala
kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui sekretaris daerah.

/
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Pasal 40

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluerga Berencana mempunyai tugas membaniu Bupati
dalam melaksanaken tugns di bidang pemoerdaysan perempuan dun keluarga berencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Ustuk meluksanakan tugus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kontor Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencaina mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidany pemberdayaan perempuan daa keluarga berencana;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dacrah di biding pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana,

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana; dan .

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikar nteh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Orpanisasi Kantor Pemberdayaan Perempuun dun Keluww sa Berencanu rebagi
berikut
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagiun Tata Usahu;
¢. Scksi Perencanaan, Pelaporan dan Dokumentasi;
d. Scksi Keluargn Berencana dan Keivarga Scjahtera,
¢. Scksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Bagan Struktur Orgarisasi Kantoi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan ruugs:

Pasal 43

(1Y Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur nelaksara pemerintahan daerah di bidang
rumah sakit, :

(2) Rumali Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang direktur vang dalam mclaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bunati miclalui sckretaris daerah.

Pusul 44

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati diiam melaksanakan tugas di
bidang rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berluku.



Pasul 45,

Untuk melaksanakan tugas sebaguimana dimaksud dalam Pasal 44, Rumal Sakit Umum Dacrah
mempuanyai fungsi @

i, perumusan kebijakan tekais di bidang romah sakit;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rumah sakit;

¢, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Unrum Dacrah sebagai berikut :

a. Direktur;
b, Bagian Tata Usaha terdiri dori ;

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Perencanaan

- Sub Bagian Umum dan Kepepgawaian
¢. Bidang Pelayanan terdiri dari :

- Scksi Pelayanan Medis

- Scksi Keperawatan

Seksi Penunjang dan Rekam Medik

do Bidang Sarana terdiri dari

- Seksi Sumber Daya Kesehatan

- Schsi Sarana Medik

- Scksi Sarana Non Medik
¢. Instalasi

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB1V
FSELONEFERING
Pasal 47

Liselon Jabatan pada Lembaga Teknis Dacial berpedoman pada Perataran Perundang-undangan
yang berlaku,

BABV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 48
Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatun dilingkup orguanisasi dinas daerah yang diatut

daiam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang
yang berlaku.



RAB VI.
TATA KERJA

Pasal 49

(1) Dalam melaksanokan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan
fungsional wajib mencrapkun prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisnsi buik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan orgaman di lmgkungax1 pemermtah
duerah serta dcngun instansi vertical sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
terjndi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memiinpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan seria pewnjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya,

(4) Sctinp pimpimun orpnnlmm wajib inegikati dun mematuhi pdmuuk sertn bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yong diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporun lebih lanjut dun untuk memberikan
netunjuk kepada bawahannya.

(0) Dabam menyampotkan laporan musmg-masing kepada ptosan, cembusan laporan wajib
Jisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
herja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahuya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 50

(1) Setiap pimpinan satuai: organisasi wajib mengikuti dan mematuln petunjuk-petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasannva masing-masing dan menyiapkan laporan secara
berkala.

(2) Sctiap laporan yang diterima oieh pimpinan satuan organisasi dar bawahan wajib diolah dan
diperpunakan sebagat bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5]

Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan Daerah mi sepanjang  wiengenai  teknis
peraksanuannya serta uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan masing-masing satuan organisosi
akan diatur dengan Peraturan Bupali.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakn, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahuu 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga ['cknis Dagruh;

2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentulan Organisasi dan Tata Kerju
Rumah Sakit Dacrah Kabupaten Lampung Timur;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundargan Perataran Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
padu tunggal 28 Veemixr 2007
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
4 M

SAPOND

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Desemer 2007
SERRETARIS DAERALL
' WAYAN SUTARJA

[EMBARAN DAERAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR : 23

/
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Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tinggal diundangkan
X )

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangau Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Lampung Timur

Diundangkan di Sukadana
i \dltang;ull 2% PDesembec 2007

SEKRETARIS DAERAH,

T

I WAYAN SUTARIJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMIY

1.

Ditetapkan i Sukadany
pucn tanggal 7. Geseaton 2007

BUPATI LAMPUNG FIMUR,

& Ve,

SATONO—
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Bagan Struktus Organisasi

Badan Kepegawaian dan Dikiat Daerah Kab Lam Tim

KEPALA BADAN

=T

KE_OMPOK JABATAN FUNGSION AL

L s |

| | DANKEPEGAWAIAN |

SEK.RETARIAT |
I
t __
SUBBAGIAN UMUN | | SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| KEUANGAN PERENCANAAN &
L

CUMUM KEPEGA'WAIAN

bt PELAPORAN
BIDANG BIDANG ] B'DA-\?? BIDANG
MUTAS! PEGAWAL | PF,NGADAAI; é‘z,- r;%lSIEMBANG.w PENDIDIKAN & LATIHAN
| [
]
SUB BIDANG —

SUB BIDANG
DOKUMENTASI & DATA
KEPEGAW AIAN

SUB BIDANG
KENAIKAN PANGKAT

SUB BIDANG
KEISEJAHTERAAN PEGAWAL

SUB BIDANG
MUTASI & PENSIUN

b
|-

EXDAKAC.

Ve

K

AQG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN __. .

v

oy
|
P
RN

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

PENGADAAN PEGAWAI SUB BIDANG
PENJEJANGAN
SUB BIDANG —

: SUB BIDANG

PENGEMBANGAN KA
BANGAN KARIKR FUNGSIONAL

DAT A DiNia 2~ ;
RS R YY) l‘iUUl\L«‘!'Vﬂqi L

L

SATONO




AY%

: Peraturan Dasrah Kabumaten Laz=purg Tizrur

Nomor 23 Tahun 2007
Bagan Struktur Organisesi
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] : Peraturan Dueran Karvipater Lampung Timur

Nomor 23 Tahun 2007
Bagan Sauktur Organisasi
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- Perazuran Daerah Kabupc-en Lampung Timur
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bagzn Struktur Organisasi
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: Peraturan Daerah Kalwrpaten Lampung Timar
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: Peraturan Daerah Kabupa.2n Lampure Timr
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